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i}Ei\iLT.AN RAHMAT TUHAN YANG MAHA trSA

BUPATI CIANJUR,

L:,a::wra kesehatan merupakan hak asasi manusia dan
ln*rr.;pakan salah satu unsur kesejahteraan yang harus
rii'+ru.jud.karr sesuai dengan tujuan pemberian otonomi
da-ei'e.i: i:erdasarkan Undang-Undang Dasar 1945;

*rl-*wa <lalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan
L:agi masyarakat miskin yang tidak terdaftar sebagai
Lrrrieirta Baclan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
teiiil:: ditetapkan Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahr-in
2* i-"{ tentang Bantuan Peiayanan Kesehatan bagi
I\,4asvai:akat Miskin di Luar Peserta Badan
Fe::.,,rienggaraan Jarninan* Sosial Kesehatan Kabupaten
Clrinjur;

iri-iil,*7.q Feraturan Bupati Cianjur Nornor 4 Tahun zAW
teiiiang ijantuan Pelayanan Kesehatan bagi Masyarakai
h'iisiiin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan
Sasial Kesehatan Kabupaten Cianjur belum cukup
rn-iiampqng kebutuhan masyarakat, sehingga perlu
diii i-,a.hr;

'L:ri l;lnra'irerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Cnlrii-n hdruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
iiei'{}i.uran Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan
):-Sitpati Cianjur Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang Bantuan
Fr:iayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di Luar
Pr:serta tsadan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan
1i-* hu paten Cianjur;,,,
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' Undang-Undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO3 Nomor
17, Tarnbahan Lembaraii' Negara Republik Indonesia
Nr:rnoi a286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2OO4 tentang
Ferbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2OO4 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor a355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang
femeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AA4
I$ornor 66, Tambahan Lembaran Negara. Republik
Iadonesia Nomor aaAOl;

I.Jndang-Undang Nomor 25 Tahun 2OO4 tentang Sistem
'Ilerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 104, Tambahan
Lem"baran Negara Republik Indonesia Nomor aa2\;
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang
PerimLrangan Keuangan Antara Penierintah Pusat dan
Pernerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
iridonesia Tahun 2OO4 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Rgpublik Indonesia Nomor aa39l;

Undang-i.tndang Nomor 40 Tahun 2OO4 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Reputrlik
Inrtronesia Tahun 2OO4 Nomor 159, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor aaSQ;

Unelang-Undang Nomor 36 Tahun 2OO9 tentang Kesehatan
(Lemharan Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor' 744, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran . Negara Republik
inConesia Tahun 2014 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
lJnCang $omor 9 Tahun 2OI5 tentang Perubahan Kedua
Aias lJndang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Femerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
ir:cionesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengeloiaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

'lndonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik indonesia Nomor a578);

Feraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Fedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
indonesia Nomor a585);
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Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Repubiik Jndonesia Nomor a593);

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2OI3 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Trilrun 2A13 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan
Pei'aturan Presiden Nomor 1 1 1 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013
tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

Feraturan Menteri Dalam.Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengeiolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nonror 21 Tahun 2}ll
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengeiolag.n Keuangan Daerah;

Feraiurarr Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 8 Tahun
2*1b tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
I-)aerah Kabupaten Cianjur (Lembaran Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2016 Nomor 8);

Feraturan Bupati Cianjur Nomor 4 Tahun 2Ol7 tentang
Bantuan Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin di
Luar Peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosiai
Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah Kabupaten
Cianjur Tahun 2Ol7 Nomor 4);
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MEMUTUSKAN:

: F,IRATURAN } tsUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
P;JiIA,IUR,{N BUPATI CIANJUR NOMOR 4 TAHUN 2077
Til}fTAi'{G BANTUAN PELAYANAN KESEHATAN BAGI
:"',.IASYAFL{KAT. MISKIN DI LUAR PESERTA BADAN
PENYtrT,ENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KESEHATAN
KABUPATEN CIANJUR.

,Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Cianjur Nomor 4
"l'ahr.rn 2{}17 tentang Bantuan Peiayanan Kesehatan Bagi
h,tasyarakat Miskin di Luar Peserta Badan Penyelenggaraan
Ji:rminan Sosial Kesehatan Kabupaten Cianjur (Berita Daerah
K;rbupaten Cianjur Tahun 2Ol7 Nomor 4), diubah sebagai
,-:e rikui:
i, Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi

seLragai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
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Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah
Kabuoaten Cianiur.

Bupati adalah Bupati Cianjur.

3. Dinas. Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten
Cianjur.

4. Dlnas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Cianjur.

5. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya
disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah di
lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur
yang terdiri atas Rumair Sakit Umum Daerah Sayang,
itumah Sakit Umum Daerah Cimacan, dan Rumah
Sakit Umum Daerah Pagelaran.

5" Pilsat Kesehatan Masyarakat Dengan yang selanjutnya
disebut Puskesmas adalah Unit Peiaksana Teknis
Dinas- Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten
Cianjrlr.

7. Surat Keterangan Miskin yang selanjutnya disingkat
SKM adalah surat keterangan miskin dari
elesa/kelurahan dan kecamatan di Kabupaten Cianjur.

8. tsadan Penyelenggara Jaminan Sosiai yang selanjutnya
disingkat BPJS adalah badan penyelenggaraan' jarninan sosial bergerak di bidang kesehatan yang
pembiayaan, kepesertaan, pemeliharaan kesehatan,
badan penyelenggara dan pengorganisasiannya
ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

g. Penerima Bantuan Iuran yang selanjutnya disingkat
PBi adalah fakir miskin dan orang tidak mampu
dengan penetapan peserta sesuai ketentuan peraturan
peruqdang-undangan.

i 0. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya
disingkat JKN adalah suatu penyelenggaraan jaminan
kesehatan untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat
memerruhi kebutuhan di bidang kesehatan.

1 1. Kartu Indonesia Sehat yang selanjutnya disingkat KiS
adalah Kartu Jaminan Kesehatan yang dikeiuarkan
oleh BPJS Kesehatan.

2" Ketentuan Pasal 2 ayat \Z) diubah, sehingga Pasai 2
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

{li Bantuan pelayanan kesehatan diperuntukkan bagi
masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur.

t21 h{asyarakat miskin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) adalah:
a" masyarakat miskin di Kabupaten Cianjur yang

belum mer{itii<i Jaminan Kesehatan KIS;

2.
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b. gelandangan, pengemis, orang terlantar, orang
dengan gangguan jiwa, pengidap HIV/AiDS,
penderita akibat kejadian luar biasa,'gizi buruk,
kejadian ikutan pascaimunisasi, dan/atau
penyandang masalah kesejahteraan sosial
tertentu yang berada di wilayah Kabupaten
Cianjur.

c. penghuni lembagfi pemasyarakatan dan/atau' rumah tahanan di wilayah Kabupaten Cianjur.

Ketentuan Pasal 3 ayat (i) dan ayat (21 diubah, sehingga
Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

r Pasai 3

{1} Masyarakat miskin ' sebagaimana dimaksud dalam
Pasai 2 ayat (2) huruf a harus dibuktikan dengan:
a. foto kopi kartu tanda penduduk;
b. foto kopi kartu keluarga;
C. SKM;
d. surat rujukan dari Puskesmas;
e. rekomendasi dari Dinas Sosial; dan
f. keterangan dirawat di RSUD.

t2) Gelandangan, p..,g.Li., orang terlantar, orang
dengan gangguan jiwa, pengidap I{IV/AIDS, penderita
akibat kejadian luar biasa, gizi buruk, kejadian
ikutan pascaimunisasi, danf atau penyandang
masalah kesejahteraan sosial tertentu yang berada di
i,vilayah Kabupaten Cianjur sebagaimana dimaksud
dalain Pasal 2 ayat (21 huruf b harus dibuktikan
dengan rekomendasi dari Dinas Sosial.

(3) Penghuni lembaga pemasyarakatan dan/atau rumah
tahanan di wilayah Kabupaten Cianjur sebagairnana
dimaksud dal.am Pasal 2 ayat (2) huruf c harus
dibuktikan dengan rekomendasi dari kepala lembaga
peffrasyarakatan dan/atau rumah tahanan.

Ketentuan Pasal 5 diuba$, sehingga Pasal 5 berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 5

(i) Besaran bantuan pelayanan kesehatan untuk
n':.asyarakat miskin di Kabupaten Cianjur
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut:
a. masyarakat miskin yang terdaftar dalam basis

data terpadu tetapi belum memiiiki KIS
dibebaskan dari biaya pelayanan kesehatan keias
III di RSUD dan Puskemas DTP; dan

A
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t). masyarakat miski^r yang tidak terdaftar dalam
.' basis data terpadu akan didaftarkan menjadi

peserta BPJS Kesehatan Kelas III yang iurannya
dibayarkan oleh pemerintah Daerah (n-u1 seterah
ada surat rekomendasi dari Dinas sosial dan
selanjutnya peserta akan ditetapkan dengan
Ifeputusan Bupati.

t2) Mekanisme pembayaran bantuan pelayanan
kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat
(1) mengikuti peraturan perundang-undang"r, dan
disesuaikan dengan kemampuan keuangari Daerah.

Pasal II
F;r:raturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
:i,?"i?r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
rli:n}Bli-i1d&ngan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
a;;iarn Eerita Daerah Kabupaten Cianjur.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 22 Maret 2A7Z

BUPATI CIANJUR,

ttd.

IRVAN RIVANO MUCHTAR

i,i; r.;is11";*t

-i'.i- ':t,\aff)t 2877

, I Itr liRAF{ I{&BUFATEN CIANJUR,
n

,, iir'r'"]1RF"l-{ KABUPATEN CIANJUR TAHUN 2017 NoMoR 13


